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TUMA'NIINAH AS AN ELEMENT OF THE ACT OF SALAH PRAYER
Comparison of Opinions of the Hanafi and al-Syafi‘i Schools
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Abstract: According to Hanafyyah scholars, tuma'ninah is sunnah, so it is valid to perform Salah
without it. On the other hand, Sydfi'iyyah scholars state that tuma'ninah is a pillar of Salah, so the
prayer without tuma'ninah is invalid. Based on figh literature, this issue falls into the category of
hukm al-wad T, where differences of opinion occur due to different patterns of reasoning. Therefore,
the author examines it by formulating two research problems: (1) What do Hanafiyyah and
Syafi'iyyah ulemas think about tuma'ninah as an element of legal action in prayer? (2) How do
Hanafiyyah and Sydfi'iyyah ulemas apply logical reasoning in this case? It found that the ulemas of
Hanafi school of thought adhered to direct textual knowledge that a priori ('ilm dartri) because
the right of Allah must established based on definite arguments (qat'i). The Hanafiyyah ulemas
only used verses from the Qur'an as evidence for the pillars of prayer and abandoned the Hadith
Ahad because the Hadith Ahad did not produce 'ilm dartiri. Meanwhile, Syafi'iyyah ulemas consider
that direct textual knowledge resulted from the ijtihad process, so it is a posteriori ('ilm muktasab).
Therefore, in determining tuma'ninah as the pillars of the Salah prayer, the Syafi'iyyah ulemas use
the Hadith Ahad to explain the Qur'anic verses. It found that the verses of the Qur'an do not
textually determine the pillars of the Salah prayer because the words qiyam, gira'ah, rukuk, and
sujud refer to the whole of Salah. It concluded that the legal status of tuma'ninah as a legal act is
determined based on the Al-Qur'an and Hadith.

Keywords: tuma'ninabh, the pillar or salah prayer, comparison of schools.

Intisari: Menurut ulama Hanafiyyah tuma’ninah adalah sunnah shalat, maka sah shalat
tanpanya. Sebaliknya ulama Syafi‘iyyah menyatakan shalat tidak sah tanpa tuma’ninah sebab ia
adalah rukun shalat. Berdasarkan literatur fikih, isu ini masuk ke dalam kategori hukum wad di
mana perbedaan pendapat terjadi karena beda pola penalaran. Oleh karena itu, penulis
menelitinya dengan dua rumusan masalah penelitian: (1) Bagaimana pendapat ulama mazhab
Hanafi dan al-Sydfi'T tentang tuma’'ninah sebagai unsur perbuatan hukum dalam shalat? (2)
Bagaimana ulama mazhab Hanafi dan al-Syafi't menerapkan penalaran logis pada kasus ini?
Ditemukan ulama Hanafi berpegang pada pengetahuan tekstual langsung yang apriori (‘ilm
darari), sebab hak Allah harus harus ditetapkan berdasar dalil yang pasti (qat). Ulama
Hanafiyyah hanya menjadikan ayat Al-Qur’an sebagai dalil rukun shalat dan meninggalkan hadis
ahad, karena hadis ahad tidak menghasilkan ‘ilm darurl. Sementara itu, ulama Sydfiiyyah
menganggap pengetahuan tekstual langsung dihasilkan melalui proses ijtihad, maka ia termasuk
pengetahuan a posteriori (‘ilm muktasab). Dari itu, dalam menetapkan tuma’ninah sebagai rukun
shalat, ulama mazhab al-SyafiTt menggunakan hadis ahad untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an,
Ditemukan bahwa ayat-ayat Al-Qur’an tidak secara tekstual menetapkan rukun shalat, bahkan
bahwa kata qiyam, gira’ah, rukuk dan sujud digunakan untuk menyebut shalat itu sendiri secara
keseluruhan. Dapat disimpulkan bahwa status hukum tuma’ninah sebagai perbuatan hukum
ditetapkan berdasar Al-Qur’an dan Hadis.

Kata Kunci: tuma’ninah, rukun shalat, perbandingan mazhab.
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A. Pendahuluan

Tuma’ninah adalah diam atau berhenti sejenak setelah melakukan gerakan atau
diam di antara dua gerakan, seperti dalam rukuk, iktidal dan sujud.! Menurut ulama
mazhab Hanafi, hukum tuma’ninah adalah sunnah dalam shalat. Adapun ulama mazhab
al-Syafil, menyatakan tuma’ninah adalah rukun shalat. Dalam kitab Majmu’ Syarh al-
Muhazzab, disebutkan empat belas rukun shalat, yaitu: 1) niat, 2) takbiratul ihram, 3)
berdiri, 4) membaca Surah al-Fatihah, 5) rukuk dengan tuma’ninah, 6) bangun dari
rukuk dengan iktidal, 7) sujud dengan tuma’ninah, 8) duduk di antara dua sujud dengan
tuma’ninah, 9) duduk di akhir shalat, 10) tasyahud, 11) membaca selawat kepada
Rasulullah Saw dalam tasyahud, 12) Salam pertama, 13) niat keluar dari shalat, dan 14)
tertib melakukan semua perbuatan tersebut.? Sementara dalam kitab al-Mabsiit Imam
al-Sarakhsi tidak menyebutkan secara eksplisit hukum tuma’ninah dalam shalat.3

Kata rukun di sini menunjukkan pandangan mazhab al-Syafi‘li bahwa tuma’ninah
adalah unsur perbuatan shalat. Jika tuma’ninah ditinggalkan, maka shalat tidak sah
karena unsur perbuatan hukum tidak terpenuhi.# Bahkan sebagian pengikut Imam al-
Syafi‘l menjadikan tuma’ninah sebagai rukun yang tersendiri, karena tuma’ninah adalah
pemisah antara dua perbuatan shalat. Dijelaskan bahwa kadar tuma’ninah minimal
adalah stabilnya anggota badan saat melakukan gerakan shalat.>

Perbedaan pendapat ini timbul karena berbeda pola penalaran, di mana mazhab
Hanafi melihatnya sebagai petunjukan tekstual langsung (dariiri) dari ayat Al-Qur’an
dan tidak melibatkan penalaran logis (akal). Sedangkan mazhab al-SyafiT menganggap
adanya keterlibatan nalar logis (akal) dalam penyimpulan (inferensi) sehingga disebut
‘ilm muktasab. Inti persoalan ini terletak pada hakikat rukun shalat, apakah hukum wad'‘t
yang melibatkan nalar logis, atau hukum taklifi yang bergantung pada khitab semata.
Bagi ulama yang melihatnya sebagai rukun, tuma’ninah menjadi wajib karena perintah
shalat berarti perintah mengerjakan seluruh perbuatan yang menjadi unsur perbuatan
shalat. Adapun detail rukun yang menjadi unsur perbuatan shalat diketahui dari
penjelasan Rasul, jadi rukun ditetapkan berdasar Al-Qur’an dan Sunnah.

Perbedaan pendapat ini terjadi pada masalah cabang (furi‘), bukan pada masalah
pokok (ustl), sebab usul di sini adalah hukum wajib shalat, sedang hukum tuma’ninah
merupakan cabang yang timbul dari relasi hukum dengan hal-hal yang melahirkan
hukum, yaitu sebab (al-sabab), syarat (al-syart), dan pencegah (al-mani”) yang berupa
hukum wadl. Hal ini mendorong penulis meneliti perbedaan pendapat dengan dua
masalah penelitian: (1) Bagaimana pendapat ulama mazhab Hanafi dan al-Syafi‘1 tentang
tuma’ninah sebagai unsur perbuatan hukum dalam shalat? (2) Bagaimana penalaran
logis kedua mazhab tentang tuma’ninah sebagai unsur perbuatan hukum?

Wahbah Al-Zuhaili, Al-Figh Al-Islami Wa Adillatuh (Jakarta: Gema Insani Press, 2011). 1, 24.

Muhyiddin bin Syarf Al-Nawawi, Majmu’ Syarh Al-Muhazzab (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009). 11, 514.
Al-Sarakhsi, AI-Mabstit (Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyah, 2001). I, 20.

Al-Imam Muhammad Asy-Syaukani, Nailul Authar (Semarang: Asy-Syifa’, 1994). 11, 514.

Ibnu Al-Qasim Al-Ghazzi, Hasyiyah Al-Baajuri (Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyah, 199AD). I, 293.
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B. Metode

Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perbandingan.® Menurut Muslim Ibrahim, perbandingan adalah cara untuk memahami
atau cara mencari jawaban mendasar tentang sebab akibat yang bertujuan untuk dapat
mengetahui sesuatu dengan menggunakan perbedaan-perbedaan dan membandingkan
pendapat ulama mazhab pada permasalahan yang sama.”

Dilihat dari cara pengumpulan data, ini termasuk jenis penelitian kepustakaan.?
Sumber datanya terdiri dari bahan hukum dan nonhukum berupa dokumen resmi, buku,
laporan penelitian dan sebagainya.® Proses pengumpulan data bergantung pada sistem
kategorisasi jenis bahan-bahan kepustakaan sesuai kelompoknya.l® Bahan hukum
primer bagi kajian ini adalah kitab fikih, antara lain al-Mabsiit dan Majmu’ Syarh al-
Muhazzab, ditambah bahan hukum sekunder berupa kitab hadis, antara lain Sahih al-
Bukhart, Sunan Abu Dawid, Sunan al-Tirmizi, Sunan al-Nasa’r, dan Sunan Ibn Majah.
Adapun bahan nonhukum diperoleh dengan cara membaca dan menelaah dokumen,
buku, jurnal dan laporan yang berkaitan dengan penelitian ini.ll Penulis memeriksa
kualitas data melalui validasi dan objektivikasi.l? Data kepustakaan divalidasi dengan
memperkaya deskripsi,!3 yaitu dengan merujuk komentar para editor atau pentahkik.

Analisis dilakukan dengan metode deduktif, bertolak dari proposisi umum yang
kebenarannya sudah diyakini dan berakhir pada kesimpulan yang khusus.* Analisis ini
bersifat kualitatif, sebab tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas

6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2005). 172.

7 Muslim Ibrahim, Pengantar Figh Muqaran (Jakarta: Erlangga, 1989). 17-19. Langkah-langkahnya
sebagai berikut: (1) Penulis menentukan masalah yang akan dikaji; (2) Penulis mengumpulkan semua
pendapat fugaha yang berkaitan dengan kajian penulis; (3) Penulis kemudian memilah-milah pendapat
tersebut (tahriiru mahallin nizaa’) untuk mendapatkan bagian-bagian yang diperselisihkan; (4) Penulis
mengumpulkan semua dalil dan jihat dilalahnya yang menjadi landasan pendapat ataupun yang
berkaitan dengan kajian penulis; (5) Penulis menelaah dan meneliti semua dalil yang telah
dikumpulkan; (6) Penulis menganalisa dalil yang telah dikumpulkan dan mendiskusikan jihat
dilalahnya; (7) Penulis kemudian menentukan pendapat yang terpilih atau paling kuat; (8) Penulis
melakukan evaluasi terhadap kebenaran pendapat yang terpilih dan kemudian dikaji sebab-sebab
terjadinya pendapat tersebut; (9) Penulis kemudian menelusuri hikmah-hikmah yang terkandung di
dalam pendapat tersebut.

8 Mestika Zaid, Metodologi Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004). 4. Ciri
penelitian kepustakaan: 1) peneliti berhadapan langsung dengan teks; 2) data pustaka bersifat siap
pakai; 3) data pustaka umumnya adalah sumber sekunder; 4) kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh
ruang dan waktu.

9 Amiruddin and Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2003). 30.

10 Kaelan M.S., Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner: Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni Agama Dan

Humaniora (Yogyakarta: Paradigma, 2012). 147.

Dyah Ochtorina Susanti and A’an Efendi, Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). 4. Penelitian

hukum tidak harus menggunakan bahan nonhukum, jadi hanya sekadar untuk memperkuat

argumentasi peneliti mengenai isu hukum yang diketengahkan.

12 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data (Depok: Rajawali Pers, 2014). 78.

13 John W. Creswell, Research Design (California: SAGE Publications, Inc., 2009). 26.

14 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005). 12.
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data yang terdapat dalam kitab-kitab, lalu disusun secara sistematis, diolah dan diteliti
serta dievaluasi. Kemudian penafsiran dan evaluasi dilakukan secara kualitatif, dicatat
satu persatu untuk dinilai kemungkinan persamaan jawabannya. Dari itu digunakan
kerangka teori tentang relasi kata dengan makna, dan konsep cakupan makna.l> Analisis
mengantar pada simpulan sebagai jawaban atas masalah penelitian.

C. Temuan dan Diskusi
1. Temuan

b. Pengertian perbuatan hukum

Mengawali kajian ini perlu dibedakan antara perbuatan hukum dengan peristiwa
hukum. Menurut ahli hukum, peristiwa hukum adalah peristiwa kemasyarakatan yang
akibatnya diatur oleh hukum. Sebagai contoh, perkawinan, atau transaksi jual beli, ini
disebut peristiwa hukum karena akibatnya diatur oleh hukum, yaitu adanya hak dan
kewajiban antara para pihak. Peristiwa hukum ada yang merupakan perbuatan subjek
hukum dan ada yang bukan perbuatan subjek hukum. Contoh peristiwa hukum yang
bukan perbuatan subjek hukum adalah kelahiran, kematian dan kadaluarsa.l® Sebagai
contoh, kematian bukan perbuatan subjek hukum, tapi menimbulkan akibat yang diatur
oleh hukum, yaitu pewarisan. Dilihat dari isinya, peristiwa hukum bisa terjadi karena:1”
1. Keadaan tertentu, misalnya orang sakit gila menyebabkan pengadilan memutuskan

bahwa orang tersebut ditempatkan di bawah pengampuan;

2. Kejadian alam, misalnya sebatang pohon disambar petir, lalu tumbang menimpa
pengantar surat yang bertugas dengan mengendarai motor sehingga ia pun tewas.
Ini menimbulkan masalah asuransi dan tunjangan yang diterima oleh keluarganya;

3. Kejadian fisik yang menyangkut kehidupan manusia sehingga seseorang dianggap
cakap untuk melakukan tindakan hukum, seperti batas usia nikah.

Pengertian peristiwa hukum lebih luas dari perbuatan hukum, karena sebagian
dari peristiwa hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum sehingga
disebut perbuatan hukum, atau disebut tindakan hukum. Jadi perbuatan hukum adalah
setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh subjek hukum, baik itu manusia
maupun badan hukum, yang mana akibat dari perbuatan tersebut diatur oleh hukum.18
Dalam kaitan dengan syariat, perbuatan hukum dapat dikategorikan sebagai berikut:1?

1. Perbuatan tersebut ada secara material, tetapi tidak berkaitan dengan aturan syariat,
misalnya makan dan minum, ini tidak diatur sehingga bukan aturan syariat;

2. Perbuatan tersebut ada secara material dan menjadi sebab adanya hukum syarak
seperti pencurian dan pembunuhan yang berkaitan dengan hukum syarak, yaitu
hudud dan qisas;

o

5 Jabbar Sabil, Logika Dan Penalaran Hukum (Depok: RajaGrafindo Persada, 2024). 100.

16 Dudu Duswara Machmudin, Pengantar I[Imu Hukum (Bandung: Refika Aditama, 2010). 40.

17 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar llmu Hukum (Jakarta: Kencana, 2009). 244.

18 R. Soeroso, Pengantar [lmu Hukum, 10nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). 291.

9 Rohidin, Buku Ajar Pengantar Hukum Islam (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017). 21-22.
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3. Perbuatan tersebut ada secara material dan baru dikatakan hukum syarak apabila
memenuhi syarat dan rukun, seperti shalat dan zakat;

4. Perbuatan tersebut ada dan diakui oleh syarak dan apabila perbuatan tersebut
memenuhi syarat dan rukun, maka akan menimbulkan hukum syarak yang lain.
Misalnya hubungan suami istri menimbulkan kewajiban memberi nafkah.

Uraian ini menunjukkan adanya relasi hukum dengan aspek-aspek sebagaimana

yang dijelaskan oleh Imam al-Ghazali pada kutipan berikut ini:20

psSonallyy Sl g ade Sl £ )Ladl g (STl shas g cplundily 4k S A (Sl

cllally Conndl gy dd glaudly CalSl xb g 2

Hukum memiliki hakikatnya sendiri dan bagian-bagiannya. Hukum juga memiliki

relasi dengan al-Hakim, yaitu al-Syari’, dengan al-mahkium ‘alayh, yaitu mukallaf,

dengan al-mahkum fih, yaitu perbuatan mukallaf, dan juga dengan yang melahirkan
hukum, yaitu al-sabab dan al-‘illah.

Dilihat dalam relasinya dengan al-Hakim, hukum adalah perintah atau larangan

Allah (khitab). Oleh karena itu ustliyyiin melihat hakikat hukum sebagai khitab Allah

sebagaimana terlihat dalam definisi berikut ini:21

o2l o el ol celasYl il JLil glaxdl ) Ollas ga (Sl
Hukum adalah sapaan Ilahi (khitab Allah) yang terkait dengan perbuatan mukallaf,
baik berupa tuntutan (igtida’), pilihan (takhyir), maupun yang terkait dengan hukm
al-wad'1.

Khitab Allah berarti perintah atau larangan yang menunjukkan kehendak Allah
agar suatu perbuatan dilakukan atau kehendak untuk ditinggalkan (insya’ al-hukm).22
Kehendak Allah ini menimbulkan daya ikat yang membatasi kehendak bebas manusia,
sebab dengan adanya khitab manusia tidak lagi bebas berbuat sesuka hati. Dari itu
hukum Islam berarti ketaatan kepada Allah sehingga melanggarnya berarti maksiat.

Adapun dalam relasinya dengan al-mahkum ‘alayh, yaitu subjek hukum (al-
mukallaf), diketahui tentang siapa saja yang dibebankan hukum, dan syarat-syaratnya
sehingga sah disebut cakap hukum. Selanjutnya, dalam relasi hukum dengan perbuatan
hukum (al-mahkim fih), ditemukan bahwa khitab Allah (perintah/larangan) tertuju
pada perbuatan si subjek hukum (al-mukallaf). Ditemukan pula bahwa hukum tersebut
bukan sifat yang inheren dalam perbuatan, melainkan terkait dengan faktor eksternal
lainnya, maka tampaklah relasi hukum dengan aspek yang keempat, yaitu relasi dengan
yang melahirkan hukum (muzhir) berupa sebab (al-sabab) dan kausa (al-‘illah).23 Imam
al-Ghazali menyatakan sebagai berikut:24

20 Abti Hamid Al-Ghazali, Al-Mustasfa Fi ‘Ilm Al-Usil (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000). 8.

21 Muhibb al-Din ibn ‘Abd al-Syakir Al-Bahari, Musallam Al-Subiit (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.). 55.

2z Al-Qarafi, Al-lhkam Fi Tamyiz Al-Fatawa ‘an Al-Ahkam Wa Tasarrufat Al-Qadi Wa Al-Imam (Cairo:
Maktabah Nasyr al-Saqafah al-Islamiyyah, 1938). 44.

23 Al-Ghazali, Al-Mustasfa Fi ‘Ilm Al-Usil. 8.

24 Al-Ghazali. 74.

Vol. 3, No, 2, July-December 2024
https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ijomafin/ d=2i1a kLUl

5 Indonesian Journal of Magasid and Figh Mugaran




Tuma’ninah sebagai Unsur Perbuatan Shalat
Nisa Azkirai

S5l plbsl s L Y b IS 3 = Sl Al Ol Bme gl e e W il el

el s Glal A o ol s DLl sy clgdshen Bl Aladl oLl Jlie s
Ketahuilah, manakala sulit bagi manusia untuk mengetahui khitab Allah pada semua
kasus, lebih-lebih setelah wahyu terhenti, maka Allah meng-izhar khitab-Nya melalui
perkara-perkara inderawi yang dijadikannya sebagai sebab bagi hukum-hukum-Nya,
sama seperti korelasi kausalitas natural terhadap akibat. Maksud kami dengan sebab
di sini adalah sesuatu yang disandarkan hukum padanya.

Tampak bahwa yang menjadikan hukum rilis (izhar) ke dalam ruang dan waktu
tertentu adalah sebab (al-sabab) dan kausa (al-‘illah). Imam al-Syatibi mendefinisikan
al-sabab dan al-‘illah sebagai berikut:2>

e cdly A ladly (S ikl (S alls Lpat S (S ey e Lot

ALY of alaY
Al-Sabab adalah sesuatu yang ditetapkan bagi hukum secara syarT karena hikmah di
dalamnya. Sedangkan al-‘illah adalah hikmah-hikmah dan maslahat yang memiliki
korelasi dengan perintah dan larangan.

Adapun yang dimaksud dengan rilis hukum (izhar) adalah peralihan dari kondisi
hukum yang semula potensial (al-quwwah) lalu menjadi aktual (al-fi) ke dalam suatu
peristiwa hukum atau perbuatan hukum (al-mahkiim fih) yang dilakukan oleh subjek
hukum (al-mukallaf).26 Untuk mengetahui rilis tidaknya hukum diperlukan indikator
lain, yaitu syarat yang mendahului suatu peristiwa/perbuatan hukum dan unsur-unsur
perbuatan hukum yang disebut rukun. Berikut definisi rukun:2”

.A::.“..A\.A L“S'a J"J‘:’.j 9@“‘ S99 411.9 g,a-;}’«'g Lo 9B :QSJ\
Al-Rukn adalah sesuatu yang terhenti adanya sesuatu atasnya dan ia masuk ke dalam
hakikat sesuatu tersebut.
Rukun berbeda dari syarat, sebab rukun adalah bagian dari perbuatan sedangkan
syarat bukan bagian perbuatan. Berikut definisi syarat:28

el e ;gid\ Seg ade (abyi Lo g 1 b i)

Al-Syart adalah sesuatu yang terhenti adanya sesuatu atasnya dan ia bukan bagian
dari sesuatu tersebut.

Syarat adalah hal-hal yang mendahului perbuatan, jadi syarat harus dipenuhi

sebelum perbuatan,?® Seperti rilisnya hukum wajib shalat dengan sebab pergeseran

matahari dari posisi puncak, maka wajib melaksanakan shalat dhuhur bagi orang yang

25 Al-Shatibi, AI-Muwafaqat Fi Ustil Al-Shari‘Ah (Cairo: Maktabah al-Tawfigiyyah, n.d.). ], 216.

26 Jabbar Sabil, Maqasid Syariah (Depok: RajaGrafindo Persada, 2022). 108.

27 Ibrahim Muhammad Al-Syalqini, Al-Figh Al-Islami (Damaskus: al-Jami‘ah al-Dimasq, 1999). 218.

28 Husayn Hamid Hassan, Al-Hukm Al-Syar‘ ‘ind Al-Ustliyyin (Kairo: Dar al-Nahdat al-‘Arab, 1972). 76.
29 Al-Zarkasyi, Al-Bahr Al-Muhit (Cairo: Dar al-Kutub, 2005). [, 298.
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memenuhi syarat (mukallaf). Namun mukallaf tidak bisa melaksanakan shalat dhuhur

jika ia tidak tahu apa saja syarat dan unsur perbuatan shalat.

Syarat dan rukun berkaitan dengan sah (sahih) dan batal (butlan) perbuatan
hukum. Jika memenuhi syarat dan rukun, maka perbuatan dinyatakan sah, dan dianggap
batal jika tidak menenuhinya. Sebagian ulama memasukkan masalah sah dan batal
dalam kategori hukum taklifi, sebagian yang lain memasukkannya ke dalam kategori
hukum wad‘i. Tetapi menurut Husayn Hamid Hassan, yang lebih tepat dimasukkan ke
dalam kategori hukum wad‘, sebab sah dan batal tidak mengandung taklif secara jelas.3°

Hukum dan unsur perbuatan hukum ditetapkan berdasar nas syariat, baik dalam
Al-Qur’an maupun hadis. Oleh karena itu, para ulama berijtihad terhadap nas syariat
untuk mengetahui syarat dan rukun dari perbuatan hukum. Selain itu, sah dan batal
perbuatan hukum tekait erat dengan empat syarat perbuatan hukum (al-mahkim fih)
sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Ghazali:31
1. Perbuatan tersebut dapat terjadi (sihhat hudisihi), maksudnya adalah bahwa suatu

perbuatan itu dapat terjadi. Dengan kata lain, tidak ada taklif pada perbuatan yang
mustahil untuk dilakukan oleh seorang mukallaf (taklif ma la yutaq).

2. Perbuatan tersebut mampu untuk dilakukan (muktasab), maksudnya adalah bahwa
perbuatan tersebut mampu dilakukan oleh seorang mukallaf dan dapat dihasilkan
berdasarkan ikhtiar (kehendak bebas).

3. Perbuatan tersebut dapat diketahui (ma‘liim), maksudnya dapat diketahui karena
ada dalil dan akal dapat menalarnya sehingga menghasilkan sebuah pengetahuan.
Menurut Imam al-Ghazali, perbuatan tersebut bisa diketahui dan dapat dibedakan
dari yang lain sehingga bisa diadakan niat.

4. Perbuatan tersebut boleh dipatuhi (yasihhu iqa‘uhu ta’atan), maksudnya perbuatan
tersebut merupakan perbuatan yang taat kepada Allah Swt dan perbuatan tersebut
tidak menyalahi hukum-Nya atau perbuatan tersebut bukanlah suatu perbuatan
yang maksiat.

Poin pertama dari empat syarat ini menunjukkan bahwa perbuatan hukum tidak
boleh mustahil terjadi, misalnya bersatunya dua perkara yang bertentangan (ijtima‘
diddayn). Adapun syarat kedua menunjukkan bahwa perbuatan hukum haruslah sesuatu
yang melibatkan kehendak bebas, atau dilakukan berdasar pilihan (ikhtiyar). Dari itu,
perkara alamiah tidak disebut perbuatan hukum, melainkan disebut peristiwa hukum,
seperti kematian yang berakibat pada kewarisan sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Poin ketiga menunjukkan bahwa perbuatan hukum haruslah diketahui oleh
subjek hukum (mukallaf) melalui dalil yang memperlihatkan kehendak al-Syari‘ (munsyi’
al-hukm) bahwa sesuatu harus dikerjakan atau ditinggalkan. Sementara poin keempat
menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang bertentangan
dengan syariat. Dua poin terakhir ini terhubung erat dengan permasalahan yang dibahas
pada diskusi berikutnya.

30 Hassan, Al-Hukm Al-Syar ‘ind Al-Ustiliyyin. 88.
31 Al-Ghazali, Al-Mustasfa Fi ‘Ilm Al-Usiil. 69.

Vol. 3, No, 2, July-December 2024
https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ijomafin/ d=2i1a kLUl

7 Indonesian Journal of Magasid and Figh Mugaran




Tuma’ninah sebagai Unsur Perbuatan Shalat
Nisa Azkirai

c. Pengertian penalaran

Kata penalaran menurut KBBI memiliki tiga arti, di antaranya bermakna: “Proses
mental dalam mengembangkan pikiran dari beberapa fakta atau prinsip”. Adapun kata
nalar sebelum diberi awalan dan akhiran, menurut KBBI berarti pertimbangan tentang
baik buruk dan sebagainya.3? Kata nalar itu sendiri berasal dari Bahasa Arab, yaitu kata
al-nazr yang secara etimologis berarti indera penglihat (hiss al-‘ayn), namun dalam
penggunaannya kerap diartikan sebagai mata kepala (nazr al-‘ayn) dan juga mata hati
(nazr al-qalb).3? Adapun secara terminologis, al-nazr didefinisikan sebagai berikut::34

Aedpdal f dygeal Vsgmn ) e Josl) 2l 3 83gmsall Dlasladl domSle g Bl
Nalar adalah mengamati pengetahuan yang ada dalam pikiran, agar sampai pada apa
yang mulanya tak diketahui secara analitik (al-tasawwur) atau sintetik (al-tasdiq).
Hakikat penalaran adalah mengkritisi ide atau konsep yang ada dalam pikiran
(al-zihn) yang dihasilkan melalui abstraksi, yaitu metode untuk mendapat kepastian
hukum atau pengertian melalui penyaringan terhadap gejala atau peristiwa. 3> Dalam
bahasa Arab ini disebut al-tajrid, yaitu aktivitas mental yang berangkat dari perkara
partikular (juz’iyyat) menuju pembentukan konsep universal (kulliyyat).3¢ Abstraksi
adalah cara manusia dalam membangun konsep, yaitu berangkat dari yang konkret
menuju konsep-konsep yang abstrak, dari itu abstraksi disebut immaterialisasi.3”
Konsep merupakan istilah yang diciptakan untuk menyatakan suatu gagasan
abstrak yang dibentuk dengan membuat generalisasi dari bagian dan meringkas
berbagai pengamatan yang saling berhubungan.3® Konsep dibentuk melalui generalisasi,
maka aktivitas utama penalaran adalah abstraksi (tajrid) dan refleksi (tafakkur) di mana
penalaran bekerja untuk mengenali konsep, membedakan dan menemukan hubungan
timbal balik antara satu dan lain konsep, cara penggunaan satu konsep dan
sebagainya.3? Jadi inti penalaran adalah pembedaan sehingga manusia melakukan
klasifikasi dan kategorisasi (‘amaliyah al-taqsim wa al-jamT).*0

d. Penalaran hukum tuma’ninah
Diskusi tentang tuma’ninah sebagai unsur perbuatan hukum dalam shalat muncul
karena Rasulullah menyampaikan perintah berikut:41

32 Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 4st ed. (Jakarta: Gramedia, 2008). 950.

33 [bn Mangzir, Lisan Al-‘Arab (Cairo: Dar al-Hadis, 2003). VIII, 604.

34 ‘Abd al-Rahman Hasan al-Habnakah Al-Midani, Dawabit Al-Ma'rifah Wa Usil Al-Istidlal Wa Al-
Mundzarah (Damaskus: Dar al-Qalam, 1993). 23.

35 Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 4 dan 516.

36 Majma‘ al-Lughah Al-‘Arabiyah, Al-Mu‘jam Al-Falsafi (Cairo: al-Amiriyyah, 1983). 39.

37 W. Poespoprodjo, Logika Scietifika: Pengantar Dialektika Dan Ilmu, 2nd ed. (Bandung: Pustaka Setia,
2007). 87.

38 Morissan, Metode Penelitian Survei (Jakarta: Kencana, 2014). 62.

39 Poespoprodjo, Logika Scietifika: Pengantar Dialektika Dan IImu. 89.

40 Al-Midani, Dawabit Al-Ma‘rifah Wa Ustil Al-Istidlal Wa Al-Munazarah. 138.

41 Muhammad ibn Isma‘ll Aba ‘Abd Allah al-Bukhari, Sahih Al-Bukhdri (Beirut: Dar Tuq al-Najah, 2001).
No. 628, Bandingkan: Sunan Ahmad, 34:157-158.
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ol s LSl
“Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku shalat”

Hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan Rasul adalah standar praktik shalat. Ini
bukan hanya ditiru oleh sahabat, bahkan menghasilkan ilmu yang diwariskan kepada
generasi berikutnya. Meski meyakini pengetahuannya, tapi perbedaan antarsatu dan
lain sahabat menimbulkan masalah epistemologi, sebab perlu alasan rasional untuk bisa
memilih pendapat sahabat yang akan dijadikan pegangan.

Misalnya kisah Abu Barzah al-Aslami (w. 64 H/684 M) yang dibukukan oleh al-
Bukhari dalam kitab al-‘amal fi al-salah, pada bab iza intaqalat al-dabbah fi al-salah.
Diriwayatkan bahwa Abu Barzah shalat sambil memegang tali kekang kudanya, saat
kuda bergerak ia pun mengikuti kudanya. Ketika orang-orang menanyakan halnya, ia
menjawab: “Aku ikut berperang bersama Rasul saw. dalam enam, tujuh, atau delapan
peperangan. Aku menyaksikan sendiri kemurahan hati beliau. Aku lebih suka kembali
pulang bersama tungganganku daripada membiarkannya lepas pergi ke padang rumput,
dan menyusahkan aku”. Pengalaman Abu Barzah ini tidak serta merta diterapkan, walau
hadis tersebut sahih. Menurut Ibn ‘Asyur, maqdasid dalam peristiwa ini terbilang pasti
bagi Abu Barzah yang mengalaminya sendiri, tapi tidak otomatis bisa diikuti oleh yang
lain karena bergantung pada taklid dan tahsin zann kepada Abi Barzah.*2

Peristiwa Abu Barzah menunjukkan bahwa interaksi langsung dengan Rasulullah
bersifat partikular sehingga diketahui maksud beliau yang ada kalanya memberlakukan
ketentuan secara khusus dan tidak bisa diterapkan pada tempat dan waktu yang lain.
Menurut Al-Yasa’ Abubakar, hadis (sunnah) merupakan laporan, catatan, atau bahkan
tangkapan atau pandangan sahabat atas tuntunan dan bimbingan Rasul. Dikarenakan
diperoleh dari pengalaman hidup bersama Rasulullah Saw, praktiknya hanya dapat
dilakukan oleh para sahabat karena hanya merekalah satu-satunya generasi yang hidup
bersama Rasulullah Saw. Generasi sesudah sahabat tidak akan dapat melakukannya
karena mereka tidak hidup di masa Rasul.#3 Dengan demikian, generasi setelah sahabat
harus melakukan penalaran logis terhadap dalil-dalil tersebut.

Aktivitas penalaran seperti diuraikan di atas diterapkan dalam menyimpulkan
hukum tuma’ninah. Para ulama mempelajari dalil yang ada sehingga bisa memasukkan
tuma’ninah ke dalam klasifikasi dan kategori tertentu. Proses inilah yang mengantar
mereka pada simpulan sehingga bisa menyematkan prediket, seperti: tuma’ninah adalah
rukun, atau tuma’ninah adalah mandiib, atau tuma’ninah adalah sunnah shalat.

Penalaran ini bermula dari teks dogmatik hukum yang memerintah menegakkan
shalat, yaitu dalam Surah al-Isra’ ayat 78. Ayat ini menggunakan kata kunci “al-salat”
yang merupakan istilah syarak (wad’syar7) dengan pengertian sebagai berikut:44

42 Muhammad al-Tahir ibn ‘Asyur, Maqasid Al-Syari‘at Al-Islamiyyah (Cairo: Dar al-Salam, 2005).

43 Al Yasa’ Abubakar, “Kata Pengantar,” in Logika Dan Penalaran Hukum, ed. Fuad Ramly (Depok:
RajaGrafindo Persada, 2024), ix-xxx.

44 Al-Syalqini, Al-Figh Al-Islami. 155.
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Artinya secara terminologis adalah perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai
dengan takbir dan diakhiri dengan salam.

Dengan pengertian ini, maka kata “al-salah” merupakan term universal (al-kull)
yang mencakup partikular-partikular (al-ajza’) yang membentuk shalat. Partikular-
partikular dimaksud terdiri dari perkataan dan perbuatan yang menjadi bagian dari
perbuatan shalat secara keseluruhan. Dalam tradisi ilmiah berbahasa Arab, universalia
yang diabstraksi dari sifat esensial disebut “kulli” dan partikularianya disebut “juz’T’,
yaitu dengan tambahan huruf ya’ nisbah. Sementara pada universalia yang tersusun dari
bagian-bagian disebut “kull”, partikularianya disebut “juz” tanpa tambahan huruf ya’
nishah.#> Misalnya rumah adalah univesalia (kull), sedangkan pondasi, dinding dan atap
adalah partikularia (juz’), sebab ia adalah bagian (juz’) yang menyusun rumah. Misalnya

”m

seseorang berkata: Sekarang musim hujan, tolong perbaiki rumah saya. Dari perkataan
ini bisa dipahami bahwa maksud kata rumah dalam pernyataan tersebut adalah salah
satu bagian dari rumah, yaitu atapnya saja.#¢ Begitu pula kata shalat dalam Surah al-Isra’
ayat 78 dan Hadis di atas, mengandung makna perintah melaksanakan seluruh unsur
perbuatan shalat (ajza’) yang merupakan partikularia yang menyusun shalat itu sendiri.

e. Pendapat Mazhab Hanafi dan al-Syafi‘i
Rukun shalat yang disepakati oleh ulama Hanafiyah dan Syafi‘iyyah ada lima,
yaitu: 1) berdiri; 2) membaca Al-Qur’an; 3) rukuk; 4) sujud, dan 5) duduk tahayat akhir.
Adapun yang dianggap rukun oleh ulama Syafi‘iyyah tapi bukan rukun menurut ulama
Hanafiyah juga ada lima, yaitu: 1) iktidal dari rukuk; 2) duduk antara dua sujud disertai
tuma’ninah; 3) doa tasyahud akhir; 4) selawat kepada Nabi saw; 5) salam.#’ Selain itu,
terjadi pula perbedaan dalam jumlah rukun shalat. Bagi yang menjadikan tuma’ninah
sebagai rukun tersendiri, maka rukun shalat berjumlah 17. Sebagian menambahkan niat
keluar dari shalat sebagai rukun shalat, maka rukun shalat berjumlah 18. Ada pula yang
tidak menambahkan niat keluar dari shalat tapi menjadikan tertib sebagai rukun, maka
jumlahnya juga 18. Sebagian ulama menghitungnya berjumlah 14 karena menggabung
tuma’ninah dengan rukun lain dengan alasan kesamaan jenis.#8 Penulis Bada'i‘ al-Sana’i’
menukil pendapat Abt Hanifah tentang tuma’ninah dan duduk antara dua sujud:4°
S 3 065 das 5 sk f O g 0351085 00t 80 o 3l Anlakigig
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45 Sabil, Log. Dan Penal. Huk. 90-91.

46 Sabil.

47 Al-Syalqini, Al-Figh Al-Islami. 219.

48 Syaikh Allamah Muhammad Bin Umar An-Nawawi Al-Banteni, Kasyifah As-Saja Fi Syarhi Safinah An-
Naja (Salatiga: Pondok Pesantren Al-Yasin, 2018). 46-47.

49 Al-Kasani, Badd'i‘ Al-Sand’i‘ Fi Tartib Al-Syard’l’ (Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyah, 2003). 1, 162.
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Dan sebagian darinya adalah tuma’ninah dan tetap badan dalam rukuk dan sujud.
Dan ini pendapat yang aku rujuk pada Abu Hanifah dan Muhammad. Abu Yusuf
menyatakan bahwa kadar tuma’ninah adalah sekali membaca tasbih, namun
pendapat ini juga dipilih oleh Imam al-Syafil. Menurut Abu Hanifah, Muhammad dan
Abu Yusuf, jikalau tidak tuma’ninah dalam shalat, maka boleh dan sah shalatnya.”
Tampak Abu Yusuf menyatakan bahwa kadar tuma’ninah adalah satu kali bacaan
tasbih, tetapi tuma’ninah bukan rukun shalat. Dalam hal kadar tuma’ninah tersebut,
pendapat Imam al-Syafi‘t sama dengan Abu Yisuf, yaitu satu kali tasbih. Dapat dipahami
bagi mazhab Hanafi, tuma’ninah tetap ada dalam shalat, baik dalam rukuk, iktidal, sujud
maupun dalam duduk di antara dua sujud, tetapi tidak dianggap rukun shalat. Mazhab
Hanafi berdalil dengan Al- Qur’an ayat 77 Surah Al- Hajj yang berbunyi-

M;&u;@s\}m\j 1381 13080 1389 1,580 <3401 G20
“Hai orang-orang yang beriman, rukuklah, su]udlah, sembahlah Tuhanmu dan
berbuatlah kebaikan, supaya kamu mendapat kemenangan”

Ayat ini menjadi argumen ulama mazhab Hanafi saat membantah pendapat yang
menyatakan tuma’ninah sebagai rukun. Alasannya karena tuma’ninah pada waktu rukuk
dan sujud tidak diperintahkan dalam ayat ini. Oleh karena itu hukumnya hanya bisa
dinyatakan sunnah. Menurut ulama Hanafiyyah, sunnah adalah perbuatan yang selalu
dilakukan oleh Rasul, dan beliau tidak pernah meninggalkan perbuatan tersebut kecuali
jika ada hambatan atau karena kondisi yang mendesak (uzur).50

Berbeda halnya ulama mazhab al-Syafi‘l, mereka menyatakan bahwa tuma’ninah
adalah rukun shalat,>! sebab mereka berpegang pada Hadis berikut ini:>2
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Dari Abu Hurayrah bahwa Rasulullah Saw masuk masjid, maka masuklah seorang
laki-laki dan melakukan shalat, lalu ia memberi salam kepada Nabi Saw dan beliau
pun menjawab salamnya seraya bersabda: "Kembali dan shalatlah, karena
sesungguhnya engkau belum shalat." Kemudian ia datang memberi salam kepada
Nabi Saw, dan beliau bersabda: "Kembali dan shalatlah, karena sesungguhnya
engkau belum shalat" (tiga kali). Laki-laki itu berkata: "Demi Dzat yang mengutusmu
dengan benar, aku tidak dapat melakukan yang lebih baik dari itu, maka ajarilah

aku." Beliau bersabda: "Apabila engkau berdiri untuk shalat maka bertakbirlah,
kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an, lalu rukuklah hingga

N

12\

50 Nurhadi and Zulkifli, “Konsep Tuma’ninah Dalam Shalat Perspektif Imam Malik Dan Abu Hanifah
(Kajian Teori Rukun Dan Wajib Shalat),” Jurnal Nuansa 13, no. 1 (2020).

51 Al-Nawawi, Majmu’ Syarh Al-Muhazzab. 111, 545.

52 [bnu Hajar Asqalani, Fath Al-Bari Syarh Shahih Al-Bukhari (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008). I11, 460-461.
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engkau tuma’ninah (tenang) dalam rukuk. Kemudian bangkitlah hingga engkau
berdiri lurus. Kemudian sujudlah hingga engkau tuma’ninah dalam sujud, lalu
bangkitlah hingga engkau tuma’ninah dalam duduk. Lakukan demikian pada seluruh
shalatmu."(HR. Al-Bukhari).

Berdasarkan hadis ini ulama mazhab al-SyafiT menyatakan bahwa tuma’ninah
adalah rukun shalat. Sebab jika bukan rukun shalat, maka tidak mungkin Rasul meminta
sahabat tersebut mengulangi shalat dengan memenuhi unsur tuma’ninah.

2. Diskusi

Berdasar temuan di atas, diketahui tuma’ninah merupakan unsur dari perbuatan
shalat, maka ia merupakan perbuatan hukum. Diketahui mazhab al-Syafi‘l menyatakan
hukum tuma’ninah adalah wajib, sedang mazhab Hanafi menyatakan hukumnya sunnabh.
Diketahui pula perbedaan pendapat timbul karena mazhab al-Syafi1 berpegang pada
Hadis Rasul saw, sedangkan mazhab Hanafi berpegang pada Al-Qur’an.

Sikap ulama Hanafiyyah ini didasarkan pada pendirian bahwa hak Allah haruslah
ditetapkan berdasar dalil yang pasti (gat‘7). Imam al-Sarakhsi menyatakan:>3

B dlsl) s OV g oldlly dmlll s g Wbl ol g Y Lo all) e s J Y,

Jangan dikatakan telah ditetapkan hak Allah berdasar dalil yang tidak mewajibkan
ilmu pasti seperti Hadis ahad dan kias. Sebab Hadis ahad adalah hujah, karena

perkataan Rasulullah saw. adalah hujah yang mewajibkan ilmu secara pasti. Tetapi
penetapan ilmu darinya terhalang oleh syubhat dalam penukilan...

Pendirian ini mengantar ulama Hanafiyyah pada pembedaan antara pengetahuan
langsung dari teks dengan hasil ijtihad terhadap teks. Oleh karena itu, dalil gatT yang
dimaksud oleh al-Sarakhsi adalah makna tekstual (al-mantiiq) dari Al-Qur’an dan Hadis
mutawatir, sebab menghasilkan pengetahuan langsung tanpa ikut campur akal. Kualitas
pengetahuan langsung ini dibedakan dari Hadis Ahad dan makna kontekstual (al-
mafhiim) yang merupakan kandungan ayat Al-Qur’an yang dijadikan eksplisit oleh para
ulama melalui metode al-qiyas yang melibatkan akal. Al-Sarakhsi menyatakan:>*
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Pendirian di kalangan ulama kami bahwa yang ditetapkan berdasar Hadis mutawatir

adalah ilmu apriori (dartri) sama kuatnya dengan yang empirik. Sedangkan pengikut
al-Syafi'l mengatakannya sebagai ilmu yakin, tetapi bersifat aposteriori (muktasab),

53 Al-Sarakhsi, Usiil Al-Sarakhsi (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005). I, 298.
54 Al-Sarakhsi, Usil Al-Sarakhsi. 1, 291.
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seperti ilmu tentang kebenaran nabi ketika memahami mukjizat, (menurut al-Syafi'r)
itu adalah ilmu yakin, tapi bersifat aposteriori, bukan apriori.

Pendirian ini menjadi alasan mengapa ulama Hanafiyyah hanya berpegang pada
ayat Al-Qur’an dalam penetapan rukun shalat. Pendirian ini berbeda dengan mazhab al-
Syafil yang menganggap pengetahuan langsung dari teks juga melibatkan penalaran
(akal) sehingga disebut muktasab. Pendirian yang berbeda inilah yang menjadikan pola
penalaran kedua mazhab ini berbeda dalam konteks hukum tuma’ninah. Ulama Hanafi
menggunakan pola penalaran tekstual langsung terhadap teks Al-Qur’an, sedangkan
ulama mazhab al-Syafi‘Tt menggunakan pola penalaran yang menjadikan Hadis sebagai
penjelas bagi teks ayat Al-Qur’an yang bersifat umum (universal), termasuk hadis ahad.
Kata “al-salah” dalam ayat dipandang sebagai term universal (al-kull) yang mencakup
partikular-partikular (al-ajza’) yang diketahui melalui penjelasan Rasul (hadis).

Penulis menemukan pola penalaran ulama Hanafiyyah mengalami kontradiksi,
sebab ayat-ayat yang dinyatakan sebagai dalil rukun shalat ternyata tidak menghasilkan
pengetahuan tekstual langsung. Misalnya perintah rukuk pada ayat 43 Surah al-Baqarah,
menurut al-Jassas ini berakibat hukum wajib rukuk dalam shalat sehingga tampak ada
penetapan rukun dalam ayat. Tetapi ayat ini tidak secara tekstual menyatakan rukuk
sebagai rukun shalat, bahkan al-Sarakhsi tak bisa menolak keumuman maknanya:>>

OF Jammss s g5 e o oedlo 3 g5 (23 L] ey b [anSTY oo 1oaSils] W8 LTy
[OT ) pr s Lo 1336] s 3 551,800 e LS s DLl 0 3L [15a5515] 8 0056
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Adapun pernyataan “warka ‘i ma‘a al-raki‘in” berarti menetapkan wajib rukuk dalam
shalat, disebutkan rukuk karena bisa jadi yang dimaksudkan dengan kata “rukuk”
adalah shalat itu sendiri seperti pada kata “qira’ah” pada firman-Nya “fa iqrai ma
tayassara min al-Qur’an”.

Menurut al-Qurtubi, sebutan rukuk pada ayat 43 Surah al-Baqgarah ini tak berarti
penetapan hukum wajib rukuk dalam shalat, sebab sama halnya dengan kata “qira’ah
pada Surah al-Muzammil ayat 20, sama pula dengan kata “sujud” pada ayat 77 Surah al-
Hajj yang dipakai untuk menyebut shalat secara keseluruhan.>¢ Pendapat serupa terlihat
dari Ibn ‘Asyiir, bahwa yang dimaksud adalah shalat itu sendiri, adapun rukuk dan sujud
disebut karena kebesarannya sebagai rukun yang merepresentasikan perendahan diri
kepada Allah.>7 Hal serupa juga dipahami pada penyebutan kata giyam pada surah al-
Baqarah, yaitu pada ayat 3 sebagaimana kutipan berikut ini:

<

D55 RALE; g B Optily Ll OAE 2l
(vaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib yang mendirikan shalat dan
menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka.

55 Al-Jassas, Ahkam Al-Qur’dn (Beirut: Dar Ihya’ al-Turas al-‘Arabi, 1992). I, 38-39.

56 Al-Qurtubi, Al-Jami‘ Li Ahkam Al-Qur‘An (Cairo: Maktabah al-Tawfigiyyah, n.d.). I, 330.

57 Muhammad al-Tahir ibn ‘Asyur, Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir, 2nd ed. (Tunisia: al-Syirkah al-
Tinisiyyah li al-Tawzi’, 1985). XVII, 346.
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Menurut al-Qurtubi, kata yugimiina di sini berarti menunaikan (al-ada’),>8 begitu
pula dengan kata aqim pada Surah al-Isra’ ayat 78 berikut ini:

55355 O 24 0T &) 24 o7 s ) i g0 s 3
Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan
(dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh
malaikat) (QS. al-Isra’ [17]: 78).

Menurut Ibn ‘Asyir, secara metaforis kata agim berarti komitmen dan konsisten
dalam melaksanakan shalat.>® Jadi maksud qiyam dalam ayat ini bukanlah dalam arti
hakiki berupa perbuatan fisik, yaitu berdiri tegak dalam shalat. Dengan demikian ayat
ini bukan dalil spesifik yang menetapkan giyam sebagai rukun shalat, begitu pula ayat-
ayat tentang gira’ah, rukuk dan sujud.

Sampai di sini dapat disimpulkan bajhwa ayat-ayat yang dinyatakan sebagai dalil
rukun shalat ternyata tidak menghasilkan pengetahuan tekstual langsung dari teks.
Alasannya karena ayat-ayat tersebut tidak secara eksplisit membuat penetapan rukun
shalat. Dari itu lebih tepat dinyatakan bahwa Al-Qur’an menetapkan kewajiban umum,
adapun detail rukun-rukun shalat diketahui melalui Sunnah. Dengan kata lain, hukum
wajib memenuhi rukun shalat ditetapkan berdasarkan Al-Qur’an, tetapi mengenai apa
saja yang menjadi rukun shalat diketahui melaui penjelasan Rasul. Jadi hukum mengenai
rukun shalat diketahui berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah.60

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa para ulama mazhab Hanafi
menetapkan rukun shalat berdasarkan ayat Al-Qur’an, sedangkan para ulama mazhab
al-Syafil1 menetapkan hukum wajibnya berdasar Al-Qur’an dan memperdetail apa saja
yang menjadi rukun tersebut berdasarkan Sunnah. Perbedaan pendapat terjadi karena
berbeda pola penalaran. Dalam menetapkan hukum tuma’ninah, ulama mazhab Hanafi
berpegang pada pengetahuan tekstual langsung (‘ilm daruri), sebab hak Allah harus
harus ditetapkan berdasar dalil yang pasti (qat‘7). Oleh karena itu, ulama mazhab Hanafi
hanya menjadikan ayat Al-Qur’an sebagai dalil rukun shalat dan meninggalkan hadis
ahad yang dianggap dalil zanni sehingga tidak menghasilkan ‘ilm dariiri.

Sementara bagi mazhab al-Syafi‘l, pengetahuan tekstual juga tidak lepas dari
proses ijtihad terhadap teks sehingga tetap dianggap sebagai ilm muktasab. Oleh karena
itu, dalam menetapkan hukum tuma’ninah, ulama mazhab al-Syafi7 juga menjadikan
hadis ahad sebagai dalil yang memperdetail penjelasan Al-Qur’an. Faktanya, ayat-ayat
Al-Qur’an tidak secara tekstual menetapkan rukun shalat, maka penjelasan detail terkait
unsur-unsur shalat sebagai perbuatan hukum harus digali dari penjelasan Rasulullah
saw., termasuk hadis ahad.

58 Al-Qurtubi, Al-Jami‘ Li Ahkam Al-Qur‘An. 1, 172.
59 ‘Asyur, Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir. XV, 182.
60 Al-Qurtubi, Al-Jami‘ Li Ahkam Al-QurAn. 1, 330.
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